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ABSTRAK

Indonesia meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 sehingga dengan itu memiliki
konsekuensi untuk menciptakan aturan hukum, upaya dan memberikan laporan dari upaya
yang telah dilakukan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak di Indonesia
diantaranya dengan menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak, kebijakan
kabupaten/kota layak anak dan ketetapan upaya kesehatan anak. Penelitian ini betujuan
untuk melihat bagaimana penerapan konvensi hak anak dalam jaminan hak pelayanan
perawatan kesehatan anak di kota Palembang: studi kasus penurunan angka stunting yang
tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 poin C Konvensi Hak Anak, bahwa anak
mempunyai hak yang harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang
lebih optimal salah satunya adalah hak kesehatan dasar dan kesejahteraan terutama dalam
pemberantasan kekurangan gizi yakni stunting, yang mana kota Palembang telah berhasil
meraih Predikat Pratama Kota Layak Anak tahun 2021 dengan presentase stunting sebesar
3,3%. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi rezim internasional dari Steinar
Andresen, Skjoerseth dan Wettestad dengan lima fase tahapan implementasi rezim
internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber
data dan wawancara, dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kota Palembang telah melaksanakan implementasi KHA dengan baik,
dengan adanya aturan hukum yang lengkap, upaya yang dilakukan untuk menurunkan
angka stunting dengan dua program yakni program percepatan penurunan stunting dan
program pencegahan. Dampak dan respon kelompok sasaran memberikan hasil positif dari
selain menurunnya angka sfunting namun juga adanya perubahan perilaku kelompok
sasaran menjadi lebih baik. Efektifitas program yang dilakukan dengan tercapainya tujuan
pemberantasan kekurangan gizi, tercapainya manfaat berupa menurunnya angka stunting
dengan pemecahan masalayah penyebab stunting pada anak di kota Palembang serta
tercapainya indikator pelaksanaan KLA yakni presentase stunting tidak melebihi rata-rata
nasional dan menurunnya presentase stunting dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan
bahwa penerapan konvensi hak anak di kota Palembang dalam penurunan angka stunting
telah mencapai keberhasilan dengan hasil yang signifikan.

Kata kunci: Konvensi Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Hak Kesehatan Dasar dan
Kesejateraan, Stunting, Palembang
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ABSTRACT

Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child in 1990 so it has consequences
for creating legal rules, efforts and providing reports on the efforts that have been made
regarding the fulfillment and protection of rights in Indonesia, including by establishing
laws on child protection, child-friendly districts/cities and policies of child health efforts.
This study aims to see how implementation the convention on children's rights in
guaranteeing the rights of children's health care services in the city of Palembang in
reducing stunting rates as stated in article 24 paragraphs 1 and 2 points of C of the
Convention on the Rights of the Child, that children have rights that must be protected and
fulfilled to can grow and develop more optimally, one of which is the right to basic health
and welfare, especially in eradicating malnutrition namely stunting, in which the city of
Palembang has got the Predicate Pratama of Child-friendly City in 2021 with
a stunting percentage of 3.3%. This study uses the concept of implementing the
international regime from Steinar Andresen, Skjoerseth and Wettestad with five stages of
regime international implementation. The type of research used is qualitative research with
data sources from interviews, documentation and other supporting documents. The results
showed that the city of Palembang had implemented the CRC properly, with complete
legal regulations, and efforts were made to reduce stunting rates with two programs,
namely the stunting reduction acceleration program and the prevention program. The
impact and response of the target group gave positive results, apart from a decrease in
the stunting rate, but also a change in the behavior of the target group to be better. The
effectiveness of the program is carried out by achieving the goal of eradicating
malnutrition, achieving benefits in the form of decreasing stunting rates by solving the
problems that cause stunting in children in the city of Palembang and achieving KLA
implementation indicators, namely the percentage of stunting does not exceed the national
average and a decrease in the percentage of stunting from year to year. This proves that the
implementation of the Convention on the Rights of the Child in the city of Palembang in
reducing stunting rates has achieved significant success.

Keywords: Convention on the Rights of the Child, Child-friendly Districts/Cities, The
Rights to Basic Health and Welfare, Stunting, Palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak ialah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai
kodrat sama seperti manusia dewasa, bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa
sehingga setiap anak mempunyai hak-hak yang melekat sejak dalam kandungan sampai
lahir yang harus dilindungi dan dipenuhi sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih
optimal baik dari segi fisik, sosial maupun mental. Hal ini menciptakan pandangan
bahwa orang dewasa memiliki peran penting untuk melindungi dan memenuhi hak atas
hidupnya baik dari lingkungan keluarga, masyarakat dan negara, karena hak anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi baik secara nasional maupun
internasional.

Awal mula gagasan terkait hak-hak anak itu muncul ketika masa berakhirnya
Perang Dunia, ketika banyak kaum perempuan dan anak-anak menderita akibat bencana
peperangan, dan sebagian besar anak-anak menjadi yatim piatu sehingga memunculkan
reaksi-reaksi dari para aktivis dan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang pada saat Perang
Dunia | tergerak dalam menggagaskan hak-hak anak yakni pada tahun 1924 dimana
dikenal disepakatinya Deklarasi Jenewa dimana Deklarasi Hak Anak pertama kalinya di
adopsi secara Internasional, meskipun tidak menemukan titik akhir. Hingga dilanjutkan
oleh PBB ketika pasca Perang Dunia Il. tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum
PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan hingga saat
ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia, dalam deklarasi tersebut di
dalamnya mencakup hak-hak anak. Kemudian Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB

kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak karena desakan dari para



aktivis, bahwa anak harus mendapatkan jaminan perawatan dan perlindungan untuk
tumbuh dan berkembang baik sejak dalam kandungan, lahir hingga mencapai usia 18
tahun. Hingga singkatnya ketika akan digagaskan tahun anak internasional tahun 1979,
Pemerintah Polandia mengusulkan untuk membuat suatu perumusan dokumen
mengenai hak-hak anak yang mengikat dan berstandar internasional. Hal ini menjadi
tanda permulaan penyusunan Konvensi Hak Anak, hingga kemudian disahkan pada
tahun 1989 oleh Majelis Umum PBB (KPPPA RI, 2019). Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Sehingga negara yang telah
meratifikasi konvensi hak anak memiliki konsekuensi untuk menciptakan aturan hukum
mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Selajutnya mensosialisasikan
KHA kepada Anak, dan melakukan upaya serta pembuatan laporan mengenai upaya
yang telah dilakukan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara berkala
(Kemen PPPA RI, 2020).

Sehingga untuk melaksanakan keterikatan Indonesia dengan Konvensi tersebut
maka Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Kemudian terdapat perubahan pertama yakni Undang-undang
Nomor 35 tahun 2014 dan terakhir Perubahan Kedua yakni Undang-undang Nomor 17
Tahun 2016. Perubahan pertama dilakukan karena adanya tumpang tindih pada definisi
anak anak dengan peraturan undang-undang sektoral dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 dinilain masih belum optimal, terutama dalam mengatasi kejahatan seksual
terhadap anak. Perubahan kedua dilakukan dikarenakan pada Undang-Undang 35 Tahun
2014 masih belum efektif dalam menangani kejahatan seksual pada anak, sehingga pada
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini diberikan sanksi yang lebih memberatkan

kepada pelaku kejahatan seksual pada anak. Perubahan yang dilakukan hanya pada



pasal-pasal tertentu, sehingga pasal-pasal lain dari Undang-Undang sebelumnya masih
berlaku dengan semestinya.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang mengatur mengenai hak anak dan
mekanisme implementasi hak-hak tersebut oleh Negara yang meratifikasi. Salah satu
hak anak yang menjadi prioritas adalah hak untuk mendapatkan kesehatan yang sebaik-
baiknya dan jika orang tua atau keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenubhi
hak anak atas kesehatannya, maka negara wajib memberikan bantuan yang layak dalam
pelaksanaan tanggung jawab mereka dalam memenuhi tersebut. Hal ini tercantum
dalam Konvensi Hak Anak Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yang pada intinya negara
peserta yang telah mengikatkan diri pada Konvensi tersebut mengakui akan adanya hak
anak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dan hak tersebut dapat
diperoleh dari berbagai fasilitas pengobatan penyakit serta rehabilitasi kesehatan.
Sehingga dengan itu negera peserta wajib memberikan penjaminan atas tidak
terampasnya hak anak untuk mendapatan pelayanan perawatan kesehatan tersebut.
Negara peserta wajib mengupayakan pelaksanaan hak kesehatan ini sepenuhnya
terutama untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak, memastikan bahwa setiap
anak medapatkan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan terutama
dalam pengembangan perawatan kesehatan dasar yakni untuk memberantas penyakit
dan kekurangan gizi dengan cara penerapan teknologi kesehatan yang mudah diperoleh
serta pengadaan makanan bergizi dan air bersih yang memperhatikan bahaya
pencemaran lingkungan, menjamin adanya perawatan kesehatan yang optimal bagi ibu
hamil dan setelah melahirkan, menjamin bahwa setiap golongan masyarakat terutama
orang tua dan anak-anak mendapatakan informasi, pendidikan dan dukungan mengenai
kesehatan, gizi pada anak, manfaat ASI, lingkungan sehat dan pencegahan kecelakaan,

serta mengembangkan segala aspek perawatan kesehatan baik dalam pencegahan



penyakit, pemberian informasi dan bimbingan orang tua, serta pelayanan keluarga
berencana.

Gizi yang cukup dan seimbang merupakan dasar kesehatan bagi Anak dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang
terjadi pada anak yang mempunyai tinggi badan kurang dari standar pertumbuhan yang
ditetapkan WHO atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Keadaan ini
disebabkan karena kekurangan gizi kronis baik sejak dalam kandungan maupun setelah
lahir yang berangsur sejak lama. Anak yang mengalami stunting akan mengalami
banyak permasalahan kesehatan seperti kesakitan, terhambatnya perkembangan otak
dan pertumbuhan mental, serta lambatnya perkembangan motorik bahkan kematian. Hal
ini tentu dimasa mendatang Anak tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang dengan
sempurna, sehingga dapat berlanjut dengan menurunnya sumber daya manusia yang
berkualitas (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia
(SSGBI) angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 adalah 24,4%, meskipun
tidak dilakukan pengukuran status gizi balita tahun 2020 akibat pandemi Covid-19,
angka Prevalensi gizi balita di Indonesia telah menurun dari tahun 2018 yakni 30,8%
dan 2019 yakni 27.67% . Meskipun demikian angka tersebut masih jauh diatas standar
yang ditetapkan WHO (World Health Organizations) dimana standar prevalensi
stunting suatu negara adalah dibawah 20% (Suprayoga, 2021). dan masih diatas rata-
rata presentase global yakni 22% (UNICEF et al., 2021)

Berkaitan dengan itu, untuk mencapai standar prevalensi stunting tersebut
Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  menyediakan  fasilitas  serta
menyelenggarakan berbagai macam upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak,
agar setiap anak dapat memiliki kesehatan yang optimal sejak masih dalam kandungan

hingga lahir dan usianya mencapai 18 tahun, hal ini tidak terpisahkan dari pemenuhan



hak anak atas hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh
perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan
penelantaran. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara baik melalui pemerintah pusat
maupun daerah berkewajiban untuk menyediakan fasiliitas kesehatan serta
menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan komprehensif untuk Anak, hal ini
ditujukan agar setiap anak baik sejak dalam kandungan ataupun dalam masa tumbuh
kembangnya dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu upaya Pemerintah dalam tercapainya pemenuhan hak anak yang
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan menciptakan
program pemerintah yakni Kabupaten/Kota Layak Anak dimana program ini bentuk
untuk penjaminan pemenuhan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak ini
telah dikembangkan sejak tahun 2006 dan menerbitkan Peraturan Menteri PPPA
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, hingga tahun
2010 program ini dilaksanakan secara Nasional dengan dikeluarkannya Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2010 yang didalamnya terdapat Program Kabupaten/Kota Layak Anak
(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang mulai menginisiasikan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2016, dan secara konkrit ditandai
dengan adanya Pembentukan Gugus Tugas KLA yang tercantum dalam Keputusan
Walikota Palembang No. 322/KPTS/DPP.PA dan PM/2017, dan dikeluarkannya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota

Layak Anak serta beberapa peraturan pendukung lainnya.



Grafik 1.1 Perbandingan Kondisi Stunting Global dengan Indonesia dan Kota

Palembang
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Sumber: UNICEF et.al.,, Kemen Sekretariat Rl dan Kementerian Kesehatan Rl dan Dinas Kesehatan
Kota Palembang.

Pada beberapa tahun awal penyelengaraan KLA di Kota Palembang yakni
dimulai dari tahun 2016 sempat naikun 2017, dan kemudian perlahan turun sejak tahun
2018 hingga di tahun 2021 dengan berhasil menurunkan angka persentase stunting
menjadi 3,3% (Dinas Kesehatan Kota Palembang 2021). Yang mana hal ini membawa
Kota Palembang dapat meraih predikat pratama Kota Layak Anak yang diumumkan
pada 29 Juli 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (Palembang.go.id, 2021). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan
kondisi stunting di Indonesia yang mana masih dalam angka yang cukup tinggi dari
standar ideal dan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata stunting global.

Dari data yang telah disampaikan diatas dapat dilihat bahwa Kota Palembang

telah mempunyai perubahan yang cukup signifikan dalam menangani masalah



kesehatan anak terutama dalam menurunkan presentase stunting. Keberhasilan Kota
Palembang dalam hal tersebut menarik perhatian Peneliti untuk melakukan penelitian
yang berjudul “penerapan konvensi hak anak dalam jaminan hak pelayanan perawatan
kesehatan anak di kota Palembang: Studi kasus penurunan angka stunting”. Dengan
melihat kesesuai antara penyelenggaraan kota layak anak di Kota Palembang terutama
dalam penjaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak dengan konvensi hak anak
yang dianilisa menggunakan teori implementasi rezim internasional dari Steinar
Andersen et al.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Peneliti memiliki fokus
penelitian pada bagaimana penerapan Konvensi Hak Anak dalam jaminan hak
pelayanan perawatan kesehatan anak di Kota Palembang: studi kasus penurunan angka
stunting?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami
penerapan Konvensi Hak Anak di kota Palembang pada jaminan hak pelayanan
perawatan kesehatan anak dalam upaya penurunan angka stunting. Sehingga dapat dari
hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diterapkan lebih optimal baik untuk
Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis
maupun praktis, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan

ilmu pengetahuan berkenaan tentang bagaimana penerapan konvensi hak anak



dalam jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di Kota Palembang

terutama dalam upaya menurunkan angka stunting pada anak.
Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis pada penjaminan hak pelayanan
perawatan kesehatan anak di Kota Palembang terutama dalam upaya menurunkan
angka stunting pada anak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mencapai
keberhasilan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan impelementasi konvensi hak
anak dengan melihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dapat di inovasikan
menjadi lebih efektif dan lebih baik, sehingga dapat menjadi contoh kabupaten atau
kota lain agar dapat termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Manfaat bagi
Peneliti yakni untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana
Jurusan llmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik

Universitas Sriwijaya.
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